
SALINAN 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 114 TAHUN 2023  

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor      Tahun 2023 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023. 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 
Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan 
Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 
 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 
 

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6845); 
 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 186); 

 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Surabaya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2022 Nomor 8);

21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2023 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 
2023 Nomor 5).

22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6  Tahun 2023 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor  6);

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2023. 

Pasal  1 

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Walikota adalah Walikota Surabaya.

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami 
perubahan dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan daerah

1. Semula      Rp 10.604.933.564.199,00 
2. Bertambah      Rp      118.891.281.950,00 

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan  Rp 10.723.824.846.149,00 

b. Belanja daerah

1. Semula     Rp  11.304.891.467.475,00 
2. Berkurang      (Rp      483.557.214.880,00) 

  Jumlah belanja daerah setelah perubahan          Rp  10.821.334.252.595,00 

Defisit setelah perubahan  (Rp        97.509.406.446,00) 
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c. Pembiayaan daerah

1. Penerimaan pembiayaan

a) Semula   Rp    759.957.903.276,00 
b) Berkurang   (Rp    602.448.496.830,00) 

   Jumlah penerimaan pembiayaan 
setelah perubahan Rp    157.509.406.446,00 

2. Pengeluaran pembiayaan

a) Semula Rp        60.000.000.000,00 
b) Bertambah/Berkurang Rp 0,00 

 Jumlah pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan Rp        60.000.000.000,00 

 Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan         Rp    97.509.406.446,00 

 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah 

 perubahan   Rp    0,00 

Pasal  3 

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, 
terdiri dari: 

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Yang  Diklasifikasi Menurut 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 

b. Lampiran II   Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

c. Lampiran III  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran
Hibah; 

d. Lampiran IV   Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran
Bantuan Sosial; 

e. Lampiran  V   Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran
bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 

f. Lampiran VI  Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran
belanja bagi hasil; 
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g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

 
h. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil – Sumber Daya Alam 

Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas 
Alam/ Tambahan Dana Bagi Hasil - Minyak dan Gas 
Bumi,  Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

 
i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

 
j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ 

Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam 
Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perkada 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dengan Program Prioritas Perbatasan 
Negara 

 
 

Pasal 4 
 
Pelaksanaan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran 
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. 

 
 

 

Pasal  5 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.   

 
 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal  27 Oktober 2023                   
 

WALIKOTA SURABAYA 
 

ttd 
 

ERI CAHYADI 
 
Diundangkan di ........... 
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 27 Oktober  2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

       ttd 

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M. 
 Pembina Utama Madya 

NIP 19690809 199501 1 002 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 114 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Ditandatangani secara elektronik oleh : 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA 

Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. 

NIP. 197803072005011004 
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